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ABSTRAK :  - Bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dana pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi 
Nasional untuk Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai pengelolaan Pinjaman Pemulihan 
Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyempurnaan dengan 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi 
Nasional untuk Pemerintah Daerah. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 
2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.134, TLN No.6516), PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No131, 
TLN No.6514) sebagaimana telah diubah dengan PP 43 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.186, TLN 
No.6542), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 
(BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu 
RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu RI 35/PMK.07/2020 (BN Tahun 
2020 No.377), Permenkeu RI 105/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No.880). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah diberikan dengan ketentuan: untuk dana pinjaman 
yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 dan Perjanjian Pemberian Pinjaman 
ditandatangani pada tahun 2020, tingkat suku bunga diberikan sebesar 0% dan untuk dana 
pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya dan 
Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, 
tingkat suku bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. PT SMI mengajukan surat 
permohonan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah kepada KPA BUN Pengelolaan 
Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan. Pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dilakukan melalui 
mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke rekening PT SMI. PT SMI melakukan 
pemindahbukuan atas dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dari rekening PT SMI ke RKUD 
penerima Pinjaman PEN Daerah sesuai dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman. 

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, pemrosesan surat permohonan pencairan dana 
pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang telah diajukan oleh PT SMI kepada KPA BUN Pengelolaan 
Investasi Pemerintah sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan 
pencairan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020. 

   Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 November 2020 dan diundangkan pada 
tanggal 12 November 2020. 

  - Lampiran: halaman 21-24. 

 


